BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan merupakan
sebuah hubungan antara pria dan wanita, untuk menjadi pasangan suami istri demi
membentuk suatu keluarga dan rumah tangga, yang bahagia dan kekal yang
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suami dan istri dalam suatu ikatan
perkawinan berniat membangun sebuah rumah tangga atau keluarga yang menjadi
dasar dari kehidupan bermasyarakat, bersepakat menegakkan pilar-pilar UU

Perkawinan. (Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, 2016 : 60,100)

Sedangkan Perceraian Menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan
perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian,

b. Perceraian dan

c. Atas keputusan Pengadilan.
Jika dikaitkan dengan penjelasan pekawinan didalam Pasal 1 UU No.1 Tahun
1974, berarti perceraian merupakan putusnya hubungan lahir batin antara suami
dan istri sehingga menyebabkan hubungan suami dan istri berakhir. (Syaifuddin,
Turatmiyah, & Yahanan, 2019 : 18-19). Meskipun antara suami dan istri tidak

ingin bercerai, perceraian seringkali terjadi.



Di Pengadilan Agama, masalah perceraian sampai saat ini belum pernah
berkurang. Bahkan dari waktu ke waktu, jumlah perceraian selalu bertambah
(M.A, 2018 : 1). Banyak sekali dampak dari perceraian, dan Allah SWT sangat
membenci hal ini. Dalam Agama Islam mengatasi kasus perceraian telah diatur
didalam kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI Putusan Perkawinan. Di
Indonesia kasus perceraian sudah diatur dalam BAB VIII tentang suatu putusan

perkawinan dan akibatnya. (Redaksi, 2020).

Perceraian baru bisa terjadi setelah mencoba segala cara untuk merukunkan
pasangan suami dan istri demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka, akan
tetapi setelah mencoba beberapa cara tetap tidak menemukan jalan keluar kecuali
perceraian. Dengan demikian bisa disimpulkan, sebuah perceraian adalah jalan
terakhir untuk suami dan istri dalam menyelesaikan masalah mereka. Dalam
Agama Islam perceraian itu diperbolehkan tetapi itu dikarenakan jika melakukan
perceraian lebih baik daripada bertahan dalam ikatan perkawinan dan tidak pernah
ada kebahagiaan. (Bahari, 2012 :12) Perceraian baru dapat dikatakan sah dengan
adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan ini artinya
perceraian harus melewati persidangan di Pengadilan, dan ini mutlak. Namun
untuk mengajukan perceraian ataupun memberikan gugatan ke Pengadilan Agama
tidak mudah, harus mempunyai alasan-alasan yang sah menurut hukum di

Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 116 (Kompilasi Hukum Islam), alasan-alasan yang bisa dijadikan
dasar untuk perceraian :

a. Jika salah satu diantara suami atau istri berzina atau menjadi pemabuk,



penjudi, pemadat, atau yang lainnya yang sulit untuk disembuhkan.

b. Jika diantara salah satu dari pasangan suami istri ditinggalkan atau
meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada izin
pasangan dan tidak memberikan alasan yang pasti atau karena hal lain
yang diluar kemampuanya.

c. Jika diantara salah satu pihak diberikan hukuman penjara selama 5 tahun
bahkan mendapatkan hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
terjadi.

d. Jika di antara suami atau istri berbuat kekerasan berat yang
membahayakan terhadap pasangan atau orang lain.

e. Antara suami atau istri mengalami cacat badan dan mempunyai penyakit
dan hingga menyebabkan tidak bisa melakukan kewajiban sebagai
pasangan suami dan istri.

f. Terus menerus mengalami perselisihan dan pertengkaran di antara suami
dan istri, tidak ada harapan lagi bisa hidup rukun dalam kehidupan rumah
tangga.

g. Suami melanggar taklik dan talak.

=

Berpindah Agama vyaitu murtad yang mengakibatkan terjadinya

ketidakharmonisan dalam keluarga.

diluar alasan-alasan berikut, Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan
perceraian. (Tampubolon, 2016). Perceraian dibenci Allah SWT tetapi halal
dilakukan. “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah
talak”.(HR. Abu Dawud dan Al-Hakim). (Tihami & Sahrani, 2009 : 249). Suatu

asas yang digunakan dalam hukum perkawinan Nasional yaitu mempersulit kasus



perceraian. Perceraian baru bisa terjadi dengan alasan-alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, yang telah diatur dalam perundang-undangan di
indonesia. Aturan tersebut dibuat untuk menjaga kehormatan suami dan istri.
(Naruddin & Tarigan, 2004 : 233-234).

Dalam keadaan pandemi Covid-19 jumlah perceraian di Indonesia terjadi
peningkatan, ketika adaptasi kebiasaan baru, atau yang sering disebut “new
normal”. Terjadi jumlah peningkatan kasus perceraian, banyak kerugian yang
dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya karyawan atau pegawai yang
di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara besar-besaran, dan berimbas kepada
kehidupan rumah tangga karyawan yang di PHK, akibatnya nafkah atau
kebutuhan pokok rumah tangga tidak dapat terpenuhi dikarenakan hal ini. banyak
istri menggugat suami atau sebaliknya karena tidak kuat dengan persoalan

keuangan rumah tangga di masa pandemi.

Perceraian di masa pandemi kebanyakan disebabkan oleh masalah ekonomi.
Selain masalah ekonomi, karena pemerintah menganjurkan untuk tetap dirumah
menjadikan suami dan istri sering bertemu, sehingga mengetahui suami atau istri
mereka berselingkuh. (Redaksi, 2020). Kasus KDRT juga meningkat selama masa
pandemi Covid-19. Dikarenakan sejumlah faktor, termasuk juga ekonomi
tersebut. Kelas menengah mungkin masih bisa bertahan, tapi yang pemasukannya
terbatas, ditambah tidak berpenghasilan serta dituntut oleh kebutuhan keluarga,
mengakibatkan emosi dan sebagainya maka terjadilah KDRT. (Reskisari, 2020).
Dampak pandemi Covid-19 di Lampung Utara pun juga sangat terasa, pandemi
Covid-19 mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian di Lampung Utara

meskipun tidak terlalu signifikan. Lebih dari 1000 gugatan yang masuk ke



Pengadilan Agama Kotabumi, dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun

2020 perceraian meningkat.

DATA STATISTIK PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA KOTABUMI

CERAI CERAI
TAHUN GUGAT TALAK TOTAL KET
2017 546 152
2018 641 200
2019 700 212
2020 742 218
2021 92 35

Sumber data : Panitera muda pengadilan agama Kotabumi

Gambar 1: Data Statistik Peningkatan Kasus Perceraian yang Diterima
Pengadilan Agama Kotabumi dari Tahun 2017-2021
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Dari data diatas menunjukan bahwa terjadi kenaikan kasus perceraian di tahun
2020 di Pengadilan Agama Kotabumi, dimana penyebaran virus Covid-19 mulai

terjadi, di tahun 2021 awal data yang masuk baru mulai januari hingga



pertengahan bulan februari akhir. Dengan permasalahan diatas, saya sebagai
penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui faktor dan cara
menanggulangi permasalahan tersebut, hasil dari penelitian kasus ini akan ditulis
dalam bentuk skripsi berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR-
FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA PERCERAIAN PADA MASA

PANDEMI COVID-19” (Studi di Pengadilan Agama Kotabumi)”.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh beberapa pokok permasalahan

yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1).Apakah yang menjadi faktor penyebab meningkatnya kasus perceraian di masa
pandemi Covid-19?

2).Bagaimanakah upaya menanggulangi peningkatan kasus perceraian di masa

pandemi Covid-19?

1.2.2 Ruang Lingkup
Penelitian ini termasuk dalam lingkup Hukum Perdata. Sedangkan lingkup
pembahasannya dikhususkan pada faktor penyebab meningkatnya kasus

perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Lampung Utara

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan, sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan, yaitu

untuk mengetahui:



a. Faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus perceraian di Lampung
Utara pada masa pademi Covid-19.

b. Upaya menanggulangi peningkatan kasus perceraian di masa pandemi Covid-
19.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan:

a. Secara akademis, sebagai upaya peningkatan kompetensi penelitian melalui
proses pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah
Kotabumi dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya bidang hukum
perdata.

b. Kegunaan praktis, menjadikan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan
studi Program Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

1.4 Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini disusun dalam sebuah laporan hasil penelitian berbentuk

skripsi, dengan sistematika berikut:

BAB | PENDAHULUAN, pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang

masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian,

sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini memuat hal-hal mengenai faktor

penyebab kasus perceraian terus meningkat di masa pandemi Covid-19 dan atau

cara menanggulangi peningkatan kasus perceraian di masa pandemi Covid-19.

BAB 11l METODE PENELITIAN, untuk bab ini berisikan tentang metode-

metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, yaitu pendekatan masalah, jenis

dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.



BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, untuk bab ini dijelaskan
mengenai hasil penelitian di lapangan yang meliputi gambaran umum lokasi
penelitian, Faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus perceraian di Lampung
Utara pada masa pandemi Covid-19, Upaya menanggulangi peningkatan kasus
perceraian di masa pandemi Covid-19.

BAB V PENUTUP, pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisikan
kesimpulan dari penyajian dan pembahasan atas hasil penelitian penulis dan
saran-saran yang sekiranya dapat menjadi perbaikan dimasa akan datang.
DAFTAR PUSTAKA, merupakan buku-buku dan peraturan perundang-
undangan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini.
LAMPIRAN-LAMPIRAN, merupakan bahan-bahan dokumen, surat ijin

penelitian, data atau pelengkap sebagai penunjang penuh



